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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BANJARNEGARA,

: a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pagjak Daerah dan Retribus
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diundangkan
dadam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2000 Nomor 27 Seri B dipandang sudah tidak
sesual lagi;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI
Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 3478);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4355);



6.

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950
Nomor 59 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rl Tahun 1993
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3527);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 27 Seri B);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten  Banjarnegara
Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan

BUPATI BANJARNEGARA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

Pasal |

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribus Tempat Khusus
Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 27
Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf d dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1
Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisas yang sgjenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk usahalainnya.



10.

11.

12.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peradatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan
dengan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor
yang bersifat sementara.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat untuk pelayanan khusus
parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau
badan.

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut
retribus adalah pembayaran atas pengunaan tempat parkir yang
khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh
Perusahaan Daerah atau pihak swasta

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi.

Surat Keterangan Retribuss Daerah yang selanjutnya dapat
disngkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi terutang.

Pemeriksaan adalah adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dadam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribus daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan
retribusi daerah.



13. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribus daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribus ditetapkan untuk sekali parkir,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a

b.

C.

d.

€.

Untuk jenis kendaraan roda dua (sepeda motor) Rp. 500,00
Untuk jenis mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 1.000,00
Untuk jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus -

dan angkutan khusus Rp. 1.500,00
Untuk mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu Rp. 2.000,00
Kereta Gandengan dan kereta tempelan Rp. 3.000,00

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk kendaraan yang bermalam,
adalah sebagai berikut :

a

Untuk jenis kendaraan roda dua (sepeda motor) Rp. 1.000,00
per malam

Untuk jenis mobil penumpang dan sejenisnya Rp. 2.000,00
per malam

Untuk jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus -

dan angkutan khusus Rp. 3.000,00
per malam



d. Untuk mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu Rp. 4.000,00
per malam

e. Keretagandengan dan keretatempelan Rp. 6.000,-
per malam

3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah di tempat parkir yang khusus
disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

4. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengadaan karcis pada tempat parkir khusus yang diselnggarakan
Pemerintah Daerah dilakukan Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

5. Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 19

(1) Tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan
ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur |ebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan



Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Padatanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

DJASRI
Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Padatanggal 17 April 2008
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISAS]

DIDIK KLISTYO BINTORO, SH., MM
Pembina Tingkat |
NIP. 010 234 642




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2000 tentang Retribuss Tempat Khusus Parkir yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 27 Seri B dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan peraturan Daerah.
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1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angkal
Pasal 1 . Cukupj€elas
Angka?2
Pasal 8 . Cukupj€elas
Angka3
Pasal 9 . Cukupj€elas
Angka4
Pasal 16 . Cukupj€elas
Angka5b
Pasal 19 . Cukupj€elas
Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 96



